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NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu jabarkan secara
terperinci penggunaannya, maka perlu mengubah
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten
Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); // 1



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun = 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 632);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 20
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dipergunakan untuk :

a. meningkatkan kemampuan Desa untuk
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Desa;

b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung
optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) digunakan dengan ketentuan paling
banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk urusan
pemerintahan dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) untuk optimalisasi pajak daerah dan retribusi
daerah.

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
b. Penggandaan / Fotocopy;
c. Belanja modal.

(4) Optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor pajak
daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Sosialisasi;
b. Kegiatan Monitoring;
c. Kegiatan Evaluasi;
d. Perjalanan dinas dan/atau bantuan transport untuk
optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. F
§



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Juli 2819

~UBUPATI PURBALINGGA,

{/BY X 'HAYUNING PRATIWI {

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Juli 2619

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 64



